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BUPATI PIDIE JAYA 

PROVINS! ACEH 

PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA 

NOMOR 1 6 TAHUN 2022 

TENTANG 

RENCANA KERJA PEMERINTAH KABUPATEN 

PIDIE JAYA TAHUN 2023 

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA 

BUPATI PIDIE JAYA, 

Menirnbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (2) 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyebutkan 

Kepala Bappeda menyusun rancangan akhir RKPD 

berdasarkan hasil Musrenbang sebagairnana dirnaksud 

dalam Pasal 23 ayat (2) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 86 Tahun 2017 ten tang Tata Cara Perencanaan, 

Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata 

Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta 

Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang 

mengamanatkan untuk menyusun Rencana Kerja 

Pemerintah Kabupaten yang merupakan penjabaran 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD); 

b. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan 

yang dilandasi oleh prinsip transparansi, partisipasi dan 

akuntabilitas publik perlu menyusun Rencana Kerja 

Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2023; 

c. bahwa.'° 
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Mengingat 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 

Bupati Pidie Jaya tentang Rencana Kerja Pemerintah 

Kabupaten (RKPK) Pidie Jaya Tahun 2023; 

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang 

Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4633); 

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang 

Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe 

Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4683); 

4 . Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang­

Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6801); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

6. Undang.t · 



6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Peneta.pan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan 

Sta.bilita.s Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi 

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam 

Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan 

Perekonomian Nasional dan/ ata.u Stabilita.s Sistem 

Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 

246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6736); 

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 ten tang Cipta. Kerja 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6573) ; 

8 . Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 

Nomor 4 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6757) ; 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 

tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 

Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402) ; 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang 

Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6323) ; 

11 . Peraturan .. , · 



11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633) ; 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang 

Dekonsentrasi dan Togas Pembantuan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hulrum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hulrum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rencana 

Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah, serta Tata Cara Peru bahan Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 1312); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 

ten tang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur 

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 

tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah 

Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288) ; 

1 7. Peraturan ... 



17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

1781); 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 

tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419); 

19. Peraturan Menteri PPN/Bappenas Nomor 4 Tahun 2022 

tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023; 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 

tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2022 Nomor 590); 

21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 

2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi 

Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur 

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; 

22. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara 

Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas 

Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus (Lembaran 

Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 12, 

Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam 

Nomor 12) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2018 tentang 

Perubahan Ketiga Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 

tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi 

Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi 

Khusus (Lembaran Aceh Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan 

Lembaran Aceh Nomor 102); 

23. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 22 Tahun 2019 tentang 

Petunjuk Teknis Pengelolaan Tambahan Dana Bagi Hasil 

Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus (Berita 

Daerah Aceh Tahun 2019 Nomor 23); 

24. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2014 tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pidie Jaya 2014-

2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2014 

Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah 

Jaya Nomor 4) ; 

Kabupaten Pidie 

25. Qanun .. . r 



25. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016 ten tang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 

Pidie Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 

2016 Norn.or 4 , Tarnbahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Pidie Jaya Norn.or 4) sebagaimana telah diubah dengan 

Qanun Kabupaten Pidie Jaya Norn.or 5 Tahun 2020 tentang 

Perubahan atas Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten 

Pidie Jaya Tahun 2020 Nomor 5 , Tarnbahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Pidie Jaya Norn.or 5); 

26. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 1 Tahun 2018 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten 

Pidie Jaya Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Kabupaten 

Pidie Jaya Tahun 2018 Norn.or 1, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Pidie Jaya Nomor 1); 

27. Qanun Ka bu paten Pidie Jaya Norn.or 3 Tahun 2020 tentang 

Rencana Pernbangunan Jangka Menengah (RPJM) 

Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2020 Nomor 3, Tarnbahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Norn.or 3) ; 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA 

PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2023. 

Pasal 1 

Dalarn Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya. 

2 . Bupati adalah Bupati Pidie Jaya . 

3. Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya yang selanjutnya disebut 

RKPK adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten Pidie Jaya. 

4 . Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disebut 

APBK adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan 

dengan Qanun Kabupaten tentang APBK. 



Pasal 2 

RKPK Tahun 2023 adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten 

Pidie Jaya untuk periode 1 (satu) tahun yaitu Tahun 2023 yang dimulai 

tanggal 1 Januari 2023 dan berakhir tanggal 31 Desember 2023 sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini. 

Pasal 3 

RKPK Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi pedoman 

bagi Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Pidie Jaya dalam menyempumakan 

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 dan bagi Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya 

dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran 

Sementara Tahun 2023. 

Pasal 4 

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai 

peraturan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati. 

Pasal 5 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Pidie Jaya. 

Ditetapkan di Meureudu 

pada tanggal 28 Juni 2022 M 
28 Dzul Qoidah 1443 H 
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Diundangkan di Meureudu 

pada tanggal 28 Juni 2022 M 
28 Dzul Qoidah 1443 H 

SEKRETARIS DAERAH f' KABUPA;:IDIE JAYA, \ 

JAILANI 

BERITA KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2022 NOMOR ... 

r 
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LAMPIRAN 

PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA 

NOMOR TAHUN 2022 

TENTANG 

RENCANA KERJA PEMERINTAH KABUPATEN 

PIDIE JAYA TAHUN 2023 


